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Nuke Sukma Maharani, 2020, Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi 
Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Dalam 
Penyajian Laporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus Pada 
Perumda BPR Bank Brebes) 
     Bank Indonesia telah mengijinkan bagi BPR untuk dapat menggunakan SAK 
ETAP dalam penyusunan laporan keuangan. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui apakah laporan keuangan Perumda BPR Bank Brebes telah sesuai 
dengan SAK ETAP. 
     Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif-komparatif. 
Penelitian deskriptif komparatif dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisa, 
dan membandingkan penyajian laporan keuangan BPR dengan SAK ETAP.  
     Data diperoleh dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif 
komparatif. Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menguji keabsahan data 
yaitu, menggunakan teknik trianggulasi sumber.  
     Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan Perumda BPR 
Bank Brebes telah sesuai dengan SAK ETAP dan PA-BPR. Ini dibuktikan, BPR 
menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP yaitu neraca, laporan 
laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Walaupun BPR 
belum menyajikan laporan perubahan ekuitas secara langsung, namun terdapat 
jurnal yang berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas. 
 






Nuke Sukma Maharani, 2020, Evaluation of the Application of Financial 
Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK 
ETAP) in Presentation of Financial Reports of Rural Credit Banks (Case 
Study on Perumda BPR Bank Brebes) 
     Bank Indonesia has allowed BPR to use SAK ETAP in preparing financial 
statements. The purpose of this study was to determine whether the financial 
statements of Perumda BPR Bank Brebes were in accordance with SAK ETAP. 
     This type of research used by researchers is descriptive-comparative. 
Comparative descriptive research is conducted by collecting, analyzing, and 
comparing the presentation of BPR financial statements with SAK ETAP. 
     Data obtained by observing, documenting, and interviewing. The data analysis 
method used in the study is comparative descriptive analysis. The technique used 
by researchers to test the validity of the data is, using source triangulation 
techniques. 
     The results of the study indicate that the Perumda BPR Bank Brebes financial 
statements are in accordance with SAK ETAP and PA-BPR. This is proven, BPR 
present financial statements in accordance with SAK ETAP, namely the balance 
sheet, income statement, cash flow statement, and notes to the financial 
statements. Although the BPR has not yet presented a statement of changes in 
equity directly, there are journals relating to the statement of changes in equity. 
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A. Latar Belakang 
     Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pada saat ini semakin 
pesat dan semakin banyak diminati oleh masyarakat sebagai salah satu 
cara untuk berwirausaha dan berperan penting membantu membuka 
lapangan pekerjaan yang juga program dari pemerintah dikarenakan 
merupakan usaha padat karya(Wuryandani, et al., 2013). Oleh karena itu, 
pelaku UMKM dalam hal ini tentunya memerlukan dana untukmendukung 
berjalannya kegiatan usahanya. Hal tersebut dapat diperoleh dariBank 
Perkreditan Rakyat(BPR),  karena BPR memiliki salah satu fungsi yaitu 
memberikan kredit bagi pelaku UMKM yang merupakan sasaran utama 
dari BPR(Budisantoso, et al., 2017). 
      BPR sebagai salah satu mediasi keuangan dalam kerangka peran dan 
fungsinya, terutama sebagai penggerak potensi ekonomi skala mikro, 
kecil, dan menengah. BPR memiliki beberapa fungsi dalam kegiatan 
usahanya, antara lain menghimpun dana masyarakat yang berbentuk 
simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau dalam bentuk 
yang dipersamakan lainnya, serta memberikan kredit. BPR dalam kegiatan 
penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan beberapa prinsip yang 
disebut dengan prinsip 3T (Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat 
Sasaran) (Budisantoso, et al., 2017). BPR dapat membantu kegiatan 





kegiatan usaha seperti terciptanya lapangan kerja baru, pemerataan 
pendapatan, serta memberi kesempatan menciptakan usaha bagi 
masyarakat di Indonesia(Tim Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan 
Rakyat, 2010). 
     Sebagai salah satu bank yang diperlukan oleh masyarakat, terutama 
bagi pelaku UMKM maka lokasi dari BPR biasanya akan dekat dengan 
tempat masyarakat. Sehingga, BPR akan dapat banyak ditemukan pada 
setiap daerah di seluruh Indonesia (Budisantoso, et al., 2017). Terbukti 
data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2019) bahwa 
sampai dengan bulan Oktober 2019 jumlah BPR yang telah terdaftar di 
OJK menjapai 1554 kantor pusat yang tersebar di Indonesia. Hal ini 
membuktikan, bahwa BPR berusaha mewujudkan pererataan dalam 
layanan perbankan bagi UMKM yang belum terjangkau oleh bank umum. 
     Semakin luasnya pelayanan disertai dengan peningkatan volume usaha 
BPR maka akan semakin tinggi pula risiko yang akan terjadi padaBPR, 
sehingga dibutuhkan  penerapan tata kelola yang baik bagi BPR (OJK, 
2015). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, OJK mewajibkan BPR 
sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 4/ POJK.03/ 2015, untuk 
menerapkan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola 
perusahaan yang baik yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2017. 
Prinsip pada pelaksanaan GCG bagi BPR memuat transparansi 





(responsibility), kemandirian (independent), dan kewajaran (fairness) 
(Tribun Solo.com, 2017). 
     Dalam kegiatan usaha yang dilakukan, sehingga BPR memiliki 
tanggungjawab besar terhadap publik. Oleh karenanya, laporan keuangan 
dapat menjadi salah satu cara pertanggungjawaban kepada pihak-pihak 
pemangku kepentingan. Laporan keuangan merupakan salah satu bagian 
penting untuk menilai tingkat kesehatan keuangan pada suatu perusahaan. 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memuat beberapa 
ketentuan seperti mudah dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan 
(Tim Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat, 2010).  
     Laporan keuangan dalam penyusunannya harus dilakukan secara 
cermat dan penuh kehati-hatian untuk menghindari terjadinya salah saji, 
agar dapat menjadi informasi keuangan yang bermanfaat dalam proses 
pengambilan keputusan oleh entitas. Penyusunan laporan keuangan 
dianggap perlu disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 
yang berlaku di Indonesia. Kegiatan usaha BPR yang lebih terbatas dan 
dengan transaksi sederhana, sehingga apabila BPR menggunakan SAK 
yang berlaku bagi perbankan umum maka dianggap tidak sesuai baik 
dilihat sisi biaya yang dikeluarkan dan juga dari sisi manfaat yang akan 
diperoleh BPR(Tim Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat, 2010). 
Agar dalam penyusunan sebuah laporan keuangan dapat menjadi lebih 
kompleks, maka sangat diperlukan SAK yang telah dikonvergensi dengan 





seperti ini, dapat mempersulit perusahaan-perusahaan yang ada di 
Indonesia, yang utamanya bagi UMKM. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), 
telah memutuskan SAK yang lebih tepat digunakan oleh entitas yang tidak 
mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan yaitu Standar Akuntansi 
Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (Bank 
Indonesia, 2010). Akan tetapi, untuk beberapa entitas yang mempunyai 
akuntabilitas publik yang signifikan juga dapat menggunakan SAK ETAP, 
namun harus mendapatkan ijin dari otoritas yang berwenang. 
     Entitas dengan akuntabilitas publik siginfikan, yang telah 
diperbolehkan dan sudah mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang 
dalam hal tersebut dari OJK dengan membuat regulasi untuk dapat 
menggunakan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya adalah 
BPR (Sumendap, et al., 2015). Bank Indonesia yang telah mengijinkan 
bagi BPR untuk dapat menggunakan SAK ETAP, yang dianggap lebih 
sederhana dan tepat dibanding dengan Standar Akuntansi Keuangan 
lainnya. Sesuai dengan SE No. 11/37/DKBU yang dikeluarkan pada 31 
Desember 2009 dan mulai diberlakukan bagi BPR pada 1 Januari 2010. 
SAK ETAP sendiri diterbitkan pada 17 Juli 2009 oleh IAI (Bank 
Indonesia, 2010). 
     OJK saat ini akan lebih memperkuat pengawasannya terhadap BPR, hal 
ini dibuktikan dengan mulai dari Desember 2019 BPR tidak lagi 





laporan keuangan kepada Bank Indonesia (BI). Namun, dilaporkan kepada 
OJK melalui Aplikasi laporan perbankan yang mana BI maupun Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS) juga dapat mengakses laporan tersebut. Sejak 
tahun 2005 hingga Juli 2019 sudah sebanyak 97 bank yang dilikuidasi oleh 
LPS, bank tersebut terdiri dari 1 (satu) bank umum dan 96 (sembilan puluh 
enam) BPR. Likuidasi yang di lakukan oleh LPS ini dikarenakan adanya 
tindakan kecurangan yang dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari 
nasabah hingga bagian direksi. Kecurangan yang dimaksud contohnya 
melakukan manipulasi pada laporan keuangan, seperti kredit macet namun 
dilaporkan lancar (Sindo News.com, 2019). 
     Untuk menjadi BPR yang unggul di masyarakat, BPR harus 
memberikan pelayanan yang optimal dan mampu menjaga kepercayaan 
dari masyarakat yang nantinya akan berdampak baik bagi perkembangan 
kegiatan usaha BPR di waktu mendatang. Dengan menyajikan laporan 
keuangan yang sebenarnya tentang kondisi keuangan perusahaan serta 
menerpakan SAK sesuai yang diberlakukan. Sebagai cara meningkatkan 
kualitas penyajian laporan keuangan BPR, laporan keuangan harus disusun 
secara seragam dalam perlakuan akuntansinya atas semua transaksi-
transaksi yang terjadi pada penyusunan laporan keuangan BPR tersebut, 
dengan tetap mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR dan dapat juga 
dijadikan acuan dalam penilaian kualitas penyajian laporan keuangan, 





     Beberapa penelitian mengenai kesesuaian SAK ETAP pada 
penyusunan laporan keuangan BPR, seperti yang dilakukan(Sumendap, et 
al., 2015) menunjukkan bahwa telah menerapkan SAK ETAP dalam 
menyusun laporan keuangan akantetapi masih terdapat inkonsistensi dan 
belum sepenuhnya mematuhi SAK ETAP di PT. BPR Cipta Cemerlang 
Indonesia. Penelitian lain juga dilakukan oleh (Tamon, et al., 2016) 
menyatakan bahwa BPR telah sesuai SAK ETAP dalam penyusunan 
laporan keuangan, namun terdapat beberapa akun yang belum sesuai di 
PT. BPR Cipta Cemerlang Indonesia (Cci)Manado. Sedangkan penelitian 
(Sari, et al., 2017) menujukkkan bahwa penyusunan neraca telah sesuai 
dengan SAK ETAP dan Pedoman Akuntansi BPR pada PT. BPR Ganto 
Nagari 1954. 
     Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 
penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “EVALUASI 
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS 
TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) DALAM 
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BANK PERKREDITAN 
RAKYAT (STUDI KASUS PADA PERUMDA BPR BANK 
BREBES)”.  
B. Rumusan Masalah 
     Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 






     “Bagaimana penyajian laporan keuangan pada Perumda BPR Bank 
Brebes telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)?” 
C. Tujuan Penelitian 
       Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui 
bagaimana kesesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar 
Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) 
pada Perumda BPR Bank Brebes.  
D. Manfaat Penelitian 
     Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis, antara lain: 
1. Manfaat Secara Teoritis 
a. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan  
Dapat memberikan acuan bagi penelitian selanjutnya yang 
menggunakan tema penelitian yang sama, sehingga diharapkan 
dapat memberikan kajian pengembangan ilmu pengetahuan pada 
masa yang akan datang, terutama pada penerapan model-model 
pembelajaran untuk dapat meningkatkan hasil proses pembelajaran 
dan hasil belajar. 
2. Manfaat Secara Praktis 
a. Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
Diharapkan dapat memberi rekomendasi yang bermanfaat 






b. Bagi Universitas / Perguruan Tinggi 
Dapat menambah dalam koleksi pada perpustakaan serta 
membantu dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
c. Bagi Penulis 
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan menenai Standar 
Akuntansi yang berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat sesuai 
dengan peraturan dari Bank Indonesia dan sekaligus dapat 


















A. Landasan Teori 
1. Akuntansi 
     Menurut (Kieso, et al., 2011) dalam (Sumendap, et al., 2015) 
akuntansi merupakan suatu proses yang mencapai puncaknya pada 
penyusunan laporan keuangan dalam suatu perusahaan yang biasanya 
digunakan untuk keperluan eksternal maupun internal. Menurut 
(Darsono, 2008) (dalam Tanor, et al., 2015) akuntansi merupakan 
suatu seni pencatatan penggolongan dan juga peringkasan dengan 
menggunakan cara yang informatif dan dapat diukur dalam bentuk 
mata uang atas transaksi-transaksi / kejadian-kejadian keuangan 
didalam perusahaan serta interpretasi terhadap hasilnya. 
     Sedangkan menurut (Giri, 2017) dasar dalam pengambilan 
keputusan ekonomi oleh pihak yang berkepentingan berupa sebuah 
informasi keuangan kuantitatif yang merupakan seperangkat 
pengetahuan mengenai perekayasaan penyediaan jasa suatu unit 
organisasi serta cara penyampaian (pelaporan) merupakan penjelasan 
dari akuntansi.Akuntansi, terdiri dari beberapa tahapan dalam seluruh 
proses pelaporan dimulai dari tahap pengidentifikasian atas transaksi 
bisnis, tahap pencatatan, tahap pengkomunikasian (bentuk laporan 
keuangan), sampai dengan tahap analisis dan interpretasi(Hery, 2013). 
Akuntansi sebagai ilmu terapan didasari pada sebuah prinsip dan juga 




     Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa akuntansi adalah semua proses yang 
berhubungan dengan seni pencatatan, pengukuran, penjumlahan dan 
pelaporan atas informasi keuangan pada suatu perusahaan yang 
diharapkan dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan informasi 
keuangan tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam sebuah 
proses pengambilan keputusan. Akuntansi sangatlah penting dalam 
kegiatan perusahaan, dengan menggunakan akuntansi perusahaan 
dapat mengetahui setiap transaksi-transaksi yang dilakukan. 
Perusahaan yang selalu menggunakan dan menerapkan akuntansi 
nantinya dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan, 
karena terdapat bukti dalam setiap kegiatan transaksi pada periode 
tertentu. Dengan melakukan pelaksanaan yang sistematis serta dapat 
diukur dengan nilai mata uang yang akhirnya informasi-informasi yang 
relevan tersebut disajikan dengan bentuk laporan keuangan kepada 
pihak yang berkapentingan. 
2. Laporan Keuangan 
    Laporan keuangan merupakan informasi mengenai kondisi keuangan 
perusahaan yang berkaitan dengan posisi dan kinerja keuangan 
(Yadiati, et al., 2017). Pihak yang berkepentingan dengan perusahaan 
terutama pada laporan keuangan seperti manajemen perusahaan, 
investor dan calon investor, serta pihak pemberi dana dan calon 




keuangan yaitu laporan formal yang digunakan sebagai alat pokok 
dalam menyampaikan suatu informasi mengenai keuangan bagi pihak 
diluar lingkungan perusahaan.  Dalam melakukan analisis pada laporan 
keuangan, yang menjadi obyek adalah laporan keuangan sendiri 
(Darminto, 2011). 
     Tim Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (2010) 
menjelaskan suatu laporan keuangan BPR yang lengkap meliputi 
antara lain: 
a. Neraca 
Memuat informasi untuk memprediksi kemampuan sebuah BPR 
pada masa yang akan datang dalam menghasilkan kas dan setara 
kas, kebutuhan investasi, distribusi imbal hasil dan arus kas, serta 
kemampuanmemenuhi komitmen keuangan oleh BPR pada saat 
jatuh tempo. 
b. Laporan Laba Rugi 
Memuat informasi yang nantinya akan berguna untuk memprediksi 
kapasitas BPR dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya 
yang sudah ada. Selain itu, informasi ini berguna dalam perumusan 
efektivitas BPR dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. 
c. Laporan Perubahan Ekuitas 
Memuat informasi bermanfaat untuk mengetahui perubahan aset 
bersih yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham dan 




d. Laporan Arus Kas 
Informasi perubahan kas dan setara kas yang berguna untuk 
menilai kemampuan sebuah BPR dalam menghasilkan arus kas 
serta kebutuhan BPR untuk menggunakan arus kas pada setiap 
aktivitas selama periode pelaporan. Informasi ini bermanfaat untuk 
menilai arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan 
aktivitas pendanaan. 
e. Catatan Atas laporan Keuangan (CALK) 
Berisi informasi tambahan mengenai pos-pos yang disajikan di 
dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan 
laporan arus kas. 
Karakteristik kualitatif informasi yang terdapat dalam laporan 
keuangan menurut (IAI, 2019), yaitu: 
1. Dapat Dipahami 
Menurut paragraf 2.2 dalam (IAI, 2019) yang dimaksud dengan 
dapat dipahami adalah bahwa, kualitas penting informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk 
segera dapat dipahami oleh pengguna. 
2. Relevan  
Menurut paragraf 2.3 dalam (IAI, 2019) informasi harus relevan 






3. Materialitas  
Menurut paragraf 2.4 dalam (IAI, 2019) informasi dipandang 
material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam 
mencatat informasi dapat mempengaruhi keputusan ekonomi. 
4. Keandalan  
Menurut paragraf 2.5 dalam (IAI, 2019) informasi memiliki 
kualitas andal jika bebas dari kesalahan meterial dan bias, dan 
penyajian secara jujur apa yang seharusnyan disajikan atau yang 
secara wajar. 
5. Substansi Mengungguli Bentuk 
Menurut paragraf 2.6 dalam (IAI, 2019) transaksi, peristiwa dan 
kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan 
realitas ekonomi dan bukan dalam bentuk hukumnya. 
6. Pertimbangan Sehat 
Menurut paragraf 2.7 dalam (IAI, 2019) mengandung unsur kehati-
hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam 
kondisi ketidakpastian. 
7. Kelengkapan  
Menurut paragraf 2.8 dalam (IAI, 2019) laporan keuangan harus 







8. Dapat Dibandingkan 
Menurut paragraf 2.9 dalam (IAI, 2019) pengguna harus dapat 
membandingkan laporan keuangan entitas antarperiode untuk 
mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. 
9. Tepat Waktu 
Menurut paragraf 2.10 dalam (IAI, 2019) tepat waktu meliputi 
penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu 
pengambilan keputusan. 
10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat 
Menurut paragraf 2.11 dalam (IAI, 2019) evaliasi biaya dan 
manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. 
     Sedangkan menurut Darminto(2011), terdapat beberapa karakteristik 
yang harus dimiliki oleh laporan keuangan yaitu: 
1. Dapat Dipahami 
Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang berkualitas, 
adalah dapat mudah segera dipahami oleh pemakai informasi 
tersebut para pemakai informasi yang dimaksudkan diasumsikan 
telah mempunyai pengetahuan mengenai aktivitas ekonomi dan 
bisnis, akuntansi dan memiliki kemauan dalam mempelajari 





Kualitas relevan pada informasi dinilai apabila informasi yang 
terdapat dalam laporan keuangan dapat berpengaruh terhadap 
keputusan ekonomi pemakai informasi keuangan. 
3. Keandalan 
Informasi yang bermanfaat, disajikan secara andal (reliable). 
Kualitas andal dalam informasi keuangan, dinilai jika informasi 
tersebut tidak ada pengertian yang salah atau menyesatkan, 
ketidaksesuaian material dan dapat diandalkan oleh pemakainya 
sebagai informasi yang disajikan dengan tulus dan juga jujur (apa 
adanya) atau wajar yang diharapkan dapat disajikan. 
4. Dapat Dibandingkan  
Laporan keuangan yang baik, harus dapat dibandingkan oleh para 
pemakai laporan keuangan pada sebuah perusahaan antarperiode 
untuk dapat melakukan identifikasi atas kecenderungan pada posisi 
keuangan dan kinerjapada perusahaan. 
     Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah 
kumpulan informasi yang menyajikan kondisi keuangan dalam suatu 
perusahaan, didalam laporan keuangan terdapat informasi berupa huruf 
dan angka (satuan moneteri). Informasi-informasi tersebut merupakan 
suatu hal yang penting, karena dapat menghasilkan input berupa 
informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, 




relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Dalam proses akuntansi akan 
menghasilkan hasil akhir berupa sebuah laporan keuangan. Laporan 
keuangan sendiri dalam suatu perusahaan digunakan sebagai suatu alat 
pertanggungjawaban, selain itu sebagai dasar pengambilan keputusan 
laporan keuangan juga sangat diperlukan. 
3. Tujuan Laporan Keuangan 
     Dalam penyusunan laporan keuangan, harus mampu memberikan 
suatu informasi bagi pihak kreditur, debitur, dan pihak lain yang 
memiliki kepentingan terhahadap perusahaan dalam hal membuat 
keputusan untuk berinvestasi, kredit, serta keputusan rasional yang 
serupa lainnya (Giri, 2017). Pelaporan keuangan merupakan suatu 
kegiatan melaporkan suatu informasi keuangan perusahaan mulai dari 
proses identifikasi terhadap suatu peristiwa sampai dengan 
pengungkapan informasi keuangan dan bisnis lain yang dibutuhkan 
pengguna, dalam sebuah pelaporan keuangan tahapan utama dan juga 
output yang dihasilkan merupakan laporan keuangan(Yadiati, et al., 
2017). Sedangkan Kasmir(2010) dalam (Sumendap, et al., 2015) 
menjelaskan tujuan sebuah laporan keuangan bagi suatu perusahaan 
adalah sebagai berikut : 
a. Untuk dapat mengetahui informasi mengenai jenis serta jumlah 
aktiva saat ini yang dimiliki oleh perusahaan, 
b. Untuk dapat mengetahui informasi mengenai jenis jumlah kewajiban 




c. Untuk dapat mengetahui informasi pada periode tertentu mengenai 
jenis serta jumlah pendapatan perusahaan yang diperoleh, 
d. Untuk dapat mengetahui informasi pada periode tertentu mengenai 
jumlah pengeluaran biaya dan apa saja jenis biaya yang digunakan, 
e. Untuk dapat mengetahui informasi mengenai perubahan aktiva 
pasiva dan juga modal perusahaan yang terjadi dalam perusahaan, 
f. Untuk dapat mengetahui informasi pada suatu periode mengenai 
bagaimana kinerja manajemen didalam perusahaan, 
g. Untuk dapat mengetahui informasi mengenai CALK atau Catatan 
Atas suatu Laporan Keuangan dalam perusahaan. 
h. Memberikan informasi keuangan lainnya. 
     Tujuan disusunnya sebuah laporan keuangan adalah untuk dapat 
menyediakan informasi mengenai posisi keuangan kinerja serta 
perubahan posisi keuangan perusahaan yang dapat bermanfaat untuk 
sebagian besar pemakai dalam hal pengambilan keputusan. Informasi 
yang dikeluarkan pada laporan keuangan ini sangat diperlukan dan 
dapat digunakan sebagai evaluasi mengenai kemampuan perusahaan 
untuk menghasilkan besaran kas dan setara kas waktu serta kepastian 
dari hasil tersebut. Didalam laporan keuangan dapat digunakan untuk 
menunjukan apa saja yang telah dilakukan atau dijalankan oleh 
manajemen dan menggambarkan pertanggungjawaban oleh manajemen 




     Dari pernyataan di atas penulis dapat memberikan kesimpulan, 
bahwa tujuan disusunnya sebuah laporan keuangan bagi perusahaan 
sangatlah penting, terutama dapat di gunakan untuk melihat kinerja 
keuangan perusahaan pada periode-periode sebelumnya atau sebagai 
data historis.  Sehingga dapat dibandingkan kemudian dinilai yang 
nantinya dapat memberikan informasi kepada manajemen untuk 
kelangsungan kinerja keuangan perusahaan pada masa yang akan 
datang.Bagi pihak eksternal yang berkepentingan, laporan keuangan 
perusahaan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam proses  
pengambilan keputusan. Pertimbangan yang dimaksud dapat 
dicontohkan sebagai berikut : 
a. Seorang calon investor akan menilai tingkat kesehatan keuangan 
dalam laporan keuangan perusahaan sebagai pertimbangan sebelum 
berivestasi. 
b. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh calon 
pemberi dana untuk memutuskan apakah akan memberikan pinjaman 
dana atau tidak.  
4. Standar Akuntansi Keuangan 
     Akuntansi dipengaruhi oleh lingkungan dalam perkembangannya 
secara terus-menerus, oleh karena itu muncul kebutuhan untuk dapat 
merumuskan sebuah standar akuntansi yang sesuai (Giri, 2017). Fungsi 
dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah sebagai acuan dan 




keuangan suatu entitas, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang 
sama antar entitas. Dalam SAK berisikan cara penyusunan laporan 
keuangan serta didalamnya terdiri dari kerangka konseptual dan 
pernyatan dalam standar akuntansi. Isi dari kerangka konseptual 
sendiri meliputi tujuan komponen dalam laporan keuangan, 
karakteristik kualitatif, serta asumsi dalam menyusun laporan 
keuangan (Martani, et al., 2012). 
     Dari penjelasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 
Standar Akuntansi Keuangan merupakan suatu acuan dan juga 
pedoman utama, dimana didalam nya berisi mengenai berbagai hal 
yang diharapkan dapat  mempermudah kinerja manajemen dalam 
melakukan penyusunan laporan keuangan.Standar Akuntansi 
Keuangan disusun dan disahkan oleh badan yang berwenang untuk 
diterapkan pada entitas yang sudah diijinkan agar penyajian laporan 
keuangan antar entitas dapat sama. Penyusunan Standar Akuntansi 
Keuangan ini sesuai dengan kebutuhan entitas yang menerapkannya, 
sehingga dalam penggunaan dengan benar dapat lebih efektif dan 
relevan. 
5. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 
(SAK-ETAP) 
     SAK ETAP  dimaksudkan untuk digunkan oleh entitas yang tidak 
memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan 




Bank Indonesia menetapkan SAK ETAP yang dianggap relevan untuk 
BPR serta Pedoman Akuntansi BPR merupakan penjabaran lebih lanjut 
dari peraturan yang terdapat pada SAK ETAP yang memberikan 
petunjuk pada pelaksanaan penyusunan laporan keuangan BPR, 
sehingga dalam hal ini harus didukung bersama agar dalam 
penerapannya dapat berjalan sesuai (Bank Indonesia, 2010). Tujuan 
digunakannya SAK ETAP bagi BPR yaitu, untuk memberikan 
kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan yang tetap harus 
memperhatikan harmonisasi dengan IFRS yang berlaku internasional. 
     IAI (2010) dalam sosialisasinya pada bulan Oktober 
mengungkapkan beberapa hal mengenai Standar Akuntasi Keuangan 
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), seperti: 
a. Tiga Pilar dalam Akuntansi Keuangan: 
1) Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)  
2) SAK ETAP  
3) SAK Syariah  
b. Ruang Lingkup Standar Akuntasi Keuangan Entitas Tanpa 
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP): 
1) Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik menggunakan 
SAK ETAP 
2)  ETAP merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang 
signifikan dan juga menerbitkan laporan keuangan nya hanya 




c. Klasifikasi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Yang Signifikan: 
1) Entitas yang termasuk dalam ETAP merupakan entitas yang: 
a) Tidak go publik atau tidak tercatat pada pasar modal  
b) Tidak sedang dalam proses pengajuan pernyataan 
pendaftaran dalam pasar modal  
c) Tidak sedang menguasai suatu aset dalam aktivitas sebagai 
fidusia untuk sebagian besar kelompok masyarakat, seperti 
hal bank, asuransi, pialang dan atau pedagang efek, reksa 
dana, dana pensiunan, dan bank investasi. 
2) Entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan 
boleh menggunakan SAK ETAP, namun jika sudah 
mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang. Entitas yang 
diperbolehkan menggunakan SAK ETAP seperti: BPR. 
d. Manfaat dari SAK ETAP 
1) Entitas yang dapat menyusun laporan keuangan entitasnya 
sendiri. Dapat diaudit dan entitas tersebut akan mendapatkan 
opini audit.  
2) Laporan keuangan dapat digunakan untuk dapat mendapatkan 
dana atau pinjaman dari Bank misalnya seperti dana untuk 
pengembangan usaha. 
     Dari penjelasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 
yang dimaksud dengan SAK ETAP adalah suatu standar akuntansi 




publik. SAK ETAP merupakan suatu standar akuntansi yang dalam 
penerapannya berdiri sendiri dan terpisah dengan PSAK kecuali 
apabila terdapat transaksi yang tidak atau belum ditetapkan didalam 
SAK ETAP. SAK ETAP diperbolehkan digunakan untuk entitas yang 
memiliki akuntabilitas publik yang signifikan apabila tekah diizinkan 
oleh otoritas yang berkepentingan yang dalam hal ini adalah OJK. 
Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan yang telah 
diizinkan oleh OJK untuk dapat menggunakan SAK ETAP ini seperti 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 
6. Bank 
     Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang didalam 
aktivitasnya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang 
berbentuk tabungan, giro, deposito, dan lain lain (Permana, 2012). 
Fungsi utama suatu bank secara umum, yaitu menghimbun dana yang 
berasal dari masyarakat dan nantinya akan disalurkan kembali kepada 
masyarakat untuk berbagi tujuan (Budisantoso, et al., 2017). Menurut 
penulis yang dimaksud dengan bank adalah suatu lembaga dalam 
bidang keuangan, yang mempunyai keutamaan pada kegiatan usahanya 
yaitu menghimpun dana masyarakat yang nantinya akan disalurkan 







7. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
     Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan 
kegiatan usahanya secara konvensional / berdasarkan prinsip syariah, 
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayarannya(Pemerintah Indonesia, 1998). Kegiatan BPR yang jauh 
lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena 
BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan 
perasuransian (OJK, 2016). BPR sesuai dengan Undang-Undang 
Perbankan adalah bank yang memiliki kegiatan usaha terbatas dengan 
transaksi yang sederhana, meliputi penghimpunan dana dalam bentuk 
tabungan dan deposito serta penyaluran kredit(Tim Pedoman 
Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat, 2010). Menurut (Budisantoso, et 
al., 2017)menjelaskan bahwa tujuan, fungsi, dan kegiatan usaha yang 
diperbolehkan serta kegiatan usaha yang tidak diperbolehkan bagi 
Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut: 
a. Tujuan Bank Perkreditan Rakyat 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki tujuan utama yaitu untuk 
dapat menunjang dalam pelaksanaan pembangunan nasional 
sebagai rangka untuk dapat meningkatkan pemerataan, 
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional yang mampu 
meningkatkan kesejahteraan dilingkungan ekonomi masyarakat. 
BPR memiliki sasaran untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat 




kecil, pegawai, dan juga pensiunan ini dikarenakan sasaran tersebut 
belum terjangkau oleh bank umum. BPR diharapkan mampu 
mewujudkan pemerataan dalam layanan perbankan, pemerataan 
kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, serta supaya 
masyarakat tersebut tidak jatuh ketangan yang tidak 
bertanggungjawab seperti pelepas uang (rentenir dan pengijon). 
b. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat 
Bank Perkreditan Rakyat tidak hanya berfungsi sekedar sebagai 
lembaga yang menyalurkan kredit bagi pengusaha UMKM saja, 
namun juga berfungsi menerima simpanan yang berasal dari 
masyarakat atau dapat dikatakan berfungsi menghimpun dan 
menyalurkan dana masyarakat. Sesuai dengan ketentuan dan juga 
persyaratan yang berlaku, bagi nasabah yang memiliki simpanan di 
BPR maka akan dijamin keamanannya oleh Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS). Tugas pokok BPR, mulanya mengarah sebagai 
penunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi bagi pedesaan. 
Akan tetapi dengan kian berkembangnya kebutuhan masyarakat, 
maka BPR tidak hanya bertugas untuk masyarakat pedesaan saja. 
Namun, kini diharapkan mampu mencakup masyarakat dari 
golongan ekonomi lemah yang terdapat di daerah perkotaan dalam 
hal pemberian jasa perbankan. 




1) Kegiatan usaha yang diperbolehkan bagi BPR, antara lain 
sebagai berikut: 
a) Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang 
berbentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, 
dan atau dalam bentuk yang dipersamakan lainnya. 
b) Memberikan beberapa bentuk kredit seperti Kredit Modal 
Kerja (KMK), Kredit Investasi, dan Kredit Konsumsi. 
c) Sesuai ketentuan dariBI, BPR menyediakan pembiayaan 
dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah. BPR 
yang kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tidak 
diperbolehkan melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensianal,  begitu juga dengan sebaliknya. 
d) BPR diperbolehkan untuk menempatkan dananya di BI 
dalam bentuk seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 
deposito berjangka, sertifikat deposito, maupun tabungan 
pada bank lain.Sertifikat Bank Indonesia atau disingkat SBI 
merupakan sertifikat yang ditawarkan oleh Bank Indonesia 
untuk BPR apabila terjadi over likuiditas. Menurut (Giri, 
2017) yang dimaksud dengan likuiditas merupakan 
perkiraan jumlah waktu yang diharapkan dalam 
merealisasikan aset atau sebaliknya untuk dikonversikan 




2) Kegiatan usaha yang tidak diperbolehkan bagi BPR, antara lain 
sebagai berikut: 
a) Melakukan usaha dalam kegiatan valuta asing, kecuali 
apabila telah mendapatkan izin dari BI melakukan kegiatan 
sebagai pedagang valuta asing untuk transaksi mengenai 
jual beli uang kertas asing. 
b) Bagi masyarakat menengah kebawah BPR memberikan 
layanan kebutuhan menggunakan prinsip prudent banking 
dan concern dalam melakukan kegiatan penyertaan modal. 
c) BPR tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha 
yang berkaitan dengan perasuransian. 
d) Melakukan kegiatan usaha lain diluar dari kegiatan yang 
diperbolahkan untuk dilakukan oleh BPR. 
     BPR dengan salah satu fungsi kegiatan usahanya, yaitu memberikan 
kredit kepada pelaku UMKM, oleh kerena itu guna mewujudkan 
kesejahteraan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di 
kabupaten Brebes, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 
Brebes, me-launching Kredit Mikro Sejahtera (KMS) guna membantu 
memudahkan pemberian modal bagi UMKM yang  saat ini masih 
menjadi kendala (ayotegal.com, 2019). Sebagai Pengarah 2 (dua) 
TPAKD, Lidi Arliyanto menambahkan bahwa ada 3 (tiga) BUMD 
milik Pemerintah Kabupaten Brebes yang akan difasilitasi oleh 




dan PT BKK Jawa Tengah KC Brebes sebagai penyalur KMS bekerja 
sama dengan PT Jamkrida Jateng. Perumda BPR Bank Brebes yang 
merupakan salah satu BUMD yang difasilitasi program Kredit Mikro 
Sejahtera (KMS) oleh TPAKD, untuk itu harus mampu menjalankan 
program tersebut dengan baik sebagi bentuk usaha  dalam 
mengembangkan perekonomian daerah dan memudahkan akses 
keuangan masyarakat terutama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) di kabupaten Brebes. 
     Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 
yang dimaksud dengan BPR merupakan sebuah lembaga yang bergerak 
di bidang perbankan dengan unit kegiatan yang terbatas atau lebih 
sederhana bila dibandingkan dengan kegiatan usaha yang dilakukan 
oleh perbankan secara umum. Pelayanan kegiatan usaha diberikan lebih 
terbatas atau lebih sederhana oleh BPR terutama pelayanan kepada 
pelaku UMKM dan juga kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan 
usaha. BPR bertujuan untuk dapat meningkatkan pemerataan, 
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional yang mampu 
meningkatkan kesejahteraan dilingkungan ekonomi masyarakat. 
Sehingga, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK) yang dianggap mampu diterapkan dalam 





B. Penelitian Terdahulu 
     Tujuan penyusunan penelitian tedahulu adalah untuk memberikan 
gambaran dan juga acuan kepada penulis mengenai persamaan dan juga 
perbedaan yang ada dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya 
yang nantinya dapat digunakan dalam pengembangan penelitian 
selanjutnya. 
     Beberapa penelitian terdahulu seperti (Sumendap, et al., 2015), 
melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Penerapan „SAK ETAP‟ 
Pada PT. BPR Cipta Cemerlang Indonesia”, hasil penelitian  menunjukkan 
BPR tersebut telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar 
yang berlaku dengan telah menyajikan laporan keuangan yang 
lengkap.Namun masih terjadi inkonsistensi pada penyajian laporan arus 
kas tahun 2013 dan 2012, tepatnya pada section aktivitas operasi. BPR 
belum mematuhi SAK ETAP secara keseluruhan dalam penyajian laporan 
keuangannya karena tidak terdapat pengungkapan reklasifikasi pada 
CALK. 
     (Tamon, et al., 2016), melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi 
Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada PT. Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) Cipta Cemerlang Indonesia (Cci) Manado”. 
Hasil penelitian perusahaan telahmenerapkan laporan keuangan sesuai 
dengan standar yang berlaku, namun masih terdapat beberapa pos atau 
akun yang belum sesuai dengan SAK ETAP (2009). Terdapat laporan-




investasi, dan kewajiban diestimasi, serta masalah tenaga kerja padahal hal 
tersebut wajib diterbitkan jika menurut SAK ETAP (2009) dan Peraturan 
BI Nomor 15/3/PBI/2013. 
     (Sari, et al., 2017) dalam penelitian berjudul “Analisis Penerapan SAK 
ETAP Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada PT. BPR Ganto Nagari 
1954”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan dalam penyajian 
neraca pada perusahaan telah sesuai dengan SAK ETAP dan PA BPR, 
dengan telah dilengkapinya pos-pos umum dalam neraca seperti aset, 
kewajiban dan juga ekuitas. Terdapat tiga pokok kebijakan akuntansi 
dalam neraca yang telah di lakukan oleh BPR yaitu, pangakuan, penyajian, 
dan pengungkapan. Pernyataan ditulis berdasarkan PA BPR oleh bagian 
yang bertanggungjawab yaitu bagian keuangan dari PT. BPR Ganto 
Nagari 1954. 
     (Yuliza, et al., 2015) dengan judul penelitian “Analisis Pemahaman 
Terhadap Penerapan SAK ETAP Pada BPR Di Kota Pasir Pengaraian”. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPR yang berada di Kota Pasir 
Pengaraian telah memehami dan  menerapkan SAK ETAP sejak tahun 
2010 sebagai standar dari pelaporan keuangan BPR. BPR yang terdapat di 
Kota Pasir Pengairan telah mempunyai pemahaman baik terhadap 
penerapan SAK ETAP. 
     (Karisma, 2016) dengan judul penelitian “Penerapan SAK ETAP 




Sleman)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PD BPR Bank Sleman 
telah menyajikan secara lengkap pada pos-pos yang terdapat dalam 
laporan keuangan dan sesuai dengan SAK ETAP. Meskipun terdapat 
kendala pada  penerapan SAK ETAP, namun tidak signifikan sehingga 
tidak terlalu berdampak dalam proses penyajian laporan keuangan. Untuk 
mengatasi kendala yang terjadi, BPR telah membarikan pendidikan dan 
juga pelatihan secara berkala kepada pegawai. 
     (Sitiondaon, 2012) judul penelitian “Penerapan SAK ETAP Dalam 
Penyajian Laporan Keuangan BPR (Studi Kasus di PT. BPR Wijaya 
Mulya Santosa )”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BPR Wijaya 
Mulya Santosa, telah menerapkan SAK ETAP dalam penyajian informasi 
pada laporan keuangan yaitu pada neraca, laporan laba rugi, laporan 
perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. 
BPR mengungkapkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan telah 
berpedoman SAK ETAP. 
Tabel 1 
Penelitian Terdahulu 
No. Peneliti dan  
Tahun Penelitian 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 
1. (Sumendap, et al., 
2015) 
Evaluasi Penerapan 
„SAK ETAP‟ Pada 
PT. BPR Cipta 
Cemerlang Indonesia 
BPR tersebut telah menyusun 
laporan keuangan sesuai 
dengan standar yang berlaku,  
tetapi masih terjadi  
inkonsistensidan juga 
belummematuhi SAK ETAP 


















laporan keuangan sesuai 
dengan standar yang berlaku 
namun masih terdapat 
beberapa posatau akun yang 
belum sesuai dengan SAK 
ETAP 
3. (Sari, et al., 2017) Analisis Penerapan 
SAK ETAP Dalam 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Pada PT. 
BPR Ganto Nagari 
1954 
Penyusunan dalam penyajian 
neraca pada perusahaan telah 
sesuai dengan SAK ETAP 
dan PA BPR 




SAK ETAP Pada BPR 
Di Kota Pasir 
Pengaraian 
BPR yang berada di Kota 
Pasir Pengaraian telah 
memehami dalam penerapan 
SAK ETAP. 
 
5. (Karisma, 2016) Penerapan SAK 
ETAP Dalam 
Penyajian Laporan 
Keuangan BPR (Studi 
Kasus di PD. BPR 
Bank Sleman) 
PD BPR Bank Sleman telah 
menerapkan SAK ETAP dan 
terdapat kendala dalam 







Keuangan BPR, Studi 
Kasus di PT. BPR 
Wijaya Mulya Santosa 
PT. BPR Wijaya Mulya 
Santosa telah menerapkan 
SAK ETAP. 
Sumber: Data yang Diolah 
     Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah 
dijelaskan diatas, dalam penelitian ini akan melakukan penelitian lebih 
lanjut mengenai penerapan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan 
BPR. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak 




penelitian pada laporan keuangan yang dilakukan di Perumda BPR Bank 
Brebes tahun 2018. 
C. Kerangka Pemikiran 
     Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan entitas yang diperbolehkan 
dan sudah mendapatkan izin untuk dapat menggunakan Standar Akuntansi 
Keuangan Entitas Tanpa akuntabilitas Publik oleh Bank Indonesia sesuai 
sesuai SE No. 11/37/DKBU dikeluarkan pada 31 Desember 2009 dan 
diberlakukan bagi BPR mulai 1 Januari 2010 (Bank Indonesia, 2010). 
     Bank Indonesia telah menetapkan SAK ETAP yang dianggap relevan 
untuk BPR serta Pedoman Akuntansi BPR yang merupakan penjabaran 
lebih lanjut dari peraturan yang terdapat pada SAK ETAP yang 
memberikan petunjuk pada pelaksanaan penyusunan laporan keuangan 
BPR, sehingga dalam hal ini harus didukung bersama agar dalam 
penerapannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan (Bank Indonesia, 
2010). 
     Bank Perkreditan Rakyat diwajibkan untuk menggunakan SAK ETAP 
dan juga Pedoman Akuntansi BPR dalam penyusunan laporan 
keuangannya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui kesesuaian penerapan standar akuntansi yang digunakan oleh 
Perumda BPR Bank Brebes. Sehingga kerangka konseptual yang 

























     Penyusunan kerangka pemikiran,merupakan acuan yang digunakan 
oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian 
yaitu, untuk mengetahui kesesuaian dalam penerapan standar akuntansi 
keuangan pada laporan keuangan di Perumda BPR Bank Brebes tahun 
2018. Dalam hal ini, Peneliti akan membandingkan antara standar 
akuntansi yang wajib digunakan oleh BPR sesuai dengan keputusan dari 
Bank Indonesia yaitu SAK ETAP dengan kesesuaian standar akuntansi 
yang digunakan oleh Perumda BPR Bank Brebes.  Kemudian, peneliti 
akan memberikan sebuah kesimpulan terhadap hasil yang diperoleh dalam 




















SAK ETAP Praktik di 
Lapangan 
Kesimpulan 





A. Jenis Penelitian 
     Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif-komparatif, 
dimana peneliti akan mengumpulkan, menganalisa, dan membandingkan 
penyajian laporan keuangan Perumda BPR Bank Brebes dengan SAK 
ETAP. 
B. Subyek Penelitian 
     Subyek dalam penelitian ini adalah Perumda BPR Bank Brebes yang 
beralamatkan di Jl. Jend. Sudirman No. 149, Kec. Brebes, Kab. Brebes, 
Brebes. 
C. Metode Pengumpulan Data 
1. Observasi 
Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara 
langsung mengenai kesesuaian dalam penerapan SAK ETAP pada 
laporan keuangan tahun 2018 di Perumda BPR bank Brebes. 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, 
serta mengolah data yang berasal dari catatan-catatan atau dokumen 
yang dimiliki oleh perusahaan yang berhubungan dengan kepentingan 
penelitian.  Dalam penelitian dokumen yang diperlukan seperti laporan 






     Wawancara dapat dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan data 
yang berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan 
sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Teknik ini dilakukan 
dengan pihak yang benar-benar berkompeten. Dalam penelitian ini 
wawancara dianggap sangat penting, karena teknik ini digunakan oleh 
peneliti untuk dapat memperoleh informasi yang diperlukan dalam 
penelitian. Informan yang diwawancara sebagai narasumber dalam 
penelitian ini dilakukan dengan kasubag. Sekertariat &SDM (inisial 
HR) dan kepala bagian pembukuan (dengan inisial KS), pembahasan 
dalam wawancara menyangkut mengenai objek penelitian yang mana 
dalam penelitian ini  merupakan laporan keuangan Perumda BPR Bank 
Brebes tahun 2018 . 
D. Metode Analisis Data 
     Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu, analisis 
deskriptif komparatif. Pada penelitian tahap-tahap analisis dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasikan permasalahan yang terdapat pada latar 
belakang masalah penelitian. 
2. Membuat rumusan masalah kemudian menentukan tujuan yang 




3. Mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan seperti 
gambaran umum perusahaan dan mengenai laporan keuangan 
Perumda BPR Bank Brebes tahun 2018. 
4. Menganalisis dan mengevaluasi mengenai data yang didapatkan 
dengan menggunakan metode analisis deskriptif komparatif. 
5. Membuat kesimpulan sesuai dengan hasil yang diperoleh dari 
penelitan yang dilakukan dan memberikan saran bagi Perumda 
BPR Bank Brebes. 
E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
     Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menguji keabsahan data 
agar dinyatakan valid dan reliabel yaitu, menggunakan teknik trianggulasi. 
Teknik trianggulasi yang digunakan dalam melakukan penelitian pada 
laporan keuangan Perumda BPR Bank Brebes tahun 2018 yaitu 
trianggulasi sumber. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan 
kesesuaian hasil pengamatan (observasi) dengan hasil wawancara, 
kemudian hasil wawancara yang telah di dapat dibandingkan dengan 
dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, peneliti 
memfokuskan pada perbandingan kesesuaian penyajian laporan keuangan 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum 
1. Profil Lokasi Penelitian 
     Perumda BPR Bank Brebes merupakan salah satu Badan Usaha 
Milik Daerah Kabupaten Brebes yang didirikan pada tanggal 22 
Oktober 1951 berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Brebes No. 
14/DPRDS/1951 dengan nama Bank Pasar Brebes. Pada tahun 1995 
dilakukan perubahan nama dari Perusahaan Daerah Bank Pasar Brebes 
menjadi Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR ) Bank Pasar 
Brebes dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomer KEP-260/KM.17/1996 tentang persetujuan nama. Dengan 
berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2006 
tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah 
Daerah, maka diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 
8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
Puspakencana Brebes (PD. BPR Puspakencana Brebes). 
     Untuk lebih mengenalkan dan memudahkan nama kepada 
masyarakat Kabupaten Brebes maka telah diadakan perubahan menjadi 
Perda Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan 
Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi 
Perumda BPR Bank Brebes. Pada Tahun 2019 Perumda BPR Bank 
Brebes mendapat tambahan modal dasar dari Rp. 10.000.000.000 




puluh milyar rupiah) hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019. Penunjukan Perumda BPR 
Bank Brebes juga sebagai pelaksana pemegang kas desa sebagai 
penyaluran alokasi dana desa, ini menunjukkan komitmen yang kuat 
dari Pemerintah Kabupaten Brebes untuk meningkatkan kinerja 
operasional Perumda BPR Bank Brebes. Kedepan diharapkan Perumda 
BPR Bank Brebes akan semakin kokoh dengan pelayanan yang 
semakin prima serta diandalkan sebagai salah satu sumber Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten Brebes. 
     Selain dukungan dari Pemerintah Kabupaten Brebes, keberhasilan 
dari usaha yang dilakukan oleh perusahaan juga sangat tergantung 
pada keputusan yang diambil oleh manajemen Perumda BPR Bank 
Brebes. Manajemen yang memiliki integritas, kompetensi, dan 
profosional harus mampu menangkap setiap peluang besar yang ada, 
selain harus lulus fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK). Dewan Pengawas dan Direksi berkomitmen untuk bisa 
mengembangkan Perumda BPR Bank Brebes harus selalu berinovasi 
melalui pengembangan produk yang diminati oleh masyarakat dan 
sekaligus melaksanakan fungsi pemerintah dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Brebes. 
     Sebagai BUMD milik Pemerintah Kabupaten Brebes, Perumda 
BPR Bank Brebes mendukung pemda guna ,mengurangi angka 




memberikan pelayanan prima dan kemudahan dalam melakukan 
trasaksi perbankan sesuai kebutuhan masyarakat dengan 
mengutamakan pendekatan personel, fleksibel, dan prosedur yng lebih 
sederhana bagi UMKM. Perumda BPR Bank Brebes mensinergikan 
program pemerintah melalui program jangka penjang sebagai penguat 
wirausahawan. Dalam hal mendukung pemberdayaan masyarakat 
terutama UMKM, Perumda BPR Bank Brebes memberikan motivasi 
dan pendampingan terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Brebes agar 
dapat bersaing ditingkat nasional. 
2. Susunan Pengurus 
Pemegang saham 100% Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes 
Pemilik   : PEMDA KABUPATEN BREBES 
Ketua Dewan Pengawas   : Drs.H.M.Supriyono  
Anggota Dewan Pengawas  : Akhmad Sudibyo 
Direktur Utama    : Sri Winarsih, S.E. 
Pengawas dan Pembina   : Otoritas Jasa Keuangan 
Penjamin     : Lembaga Penjamin Simpanan 
3. Visi dan Misi 
a. Visi  
“Terwujudnya BPR yang sehat, terpercaya, tumbuh menjadi BPR 







1) Memperkuat kelembagaan BPR, dengan meningkatkan 
kwalitas SDM untuk mewujudkan profesionalisme dan 
produktifitas yang tinggi 
2) Memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian daerah 
3) Meningkatkan taraf hidup masyarakat (UMKM) 
4) Menjadi BPR unggulan masyarakat. 
4. Jaringan Pelayanan 
1) Kantor Pusat 
Jl. Jend Sudirman No. 149 Brebes, Telp. (0283) 671424 – 671946 
2) Kantor Kas Ketanggungan. 
Jl.Jend Sudirman No. 109 Ketanggungan Brebes, Telp. (0283) 
881202. 
3) Kantor Kas Bumiayu 
Jl. Komplek Kawedanan Bumiayu Brebes, Telp. (0289) 430231. 
4) Kantor Kas Banjaratma 
Jl. Raya Banjaratma Brebes, Telp. (0283) 617426 – Komplek Pasar 
Banjaratma Brebes. 
5) Kantor Kas Jatibarang  
Jl. Raya Janegara Jatibarang Brebes, Telp. (0283) 6183192. 
6) Kantor Kas Bulakamba 





7) Kantor Kas Tonjong 
Jl. Raya Tonjong – Linggapura Brebes, Telp. (0289) 4403138. 
5. Kegiatan Usaha Perumda BPR Bank Brebes  
1) Menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk 
simpanan berupa deposito dan tabungan. 
2) Memberikan kredit termasuk KUR/ KURDA, melakukan 
pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 
3) Melakukan kerjasama dengan lembaga Keuangan dan lembaga 
lainnya. 
4) Menempatkan dananya pada pada lembaga keuangan dan Lembaga 
lainnya. 
5) Membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana 
untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
6) Membantu pemerintah desa melakukan fungsi pemegang kas desa 
sebagai penyaluran alokasi dana desa. 
7) Menjalankan urusan lainnya. 
6. Produk-Produk Perumda BPR Bank Brebes 
1) Produk Simpanan : 
A. Tabungan 
Perumda BPR Bank Brebes memiliki produk tabungan yang 
beragam. Produk tabungan memberikan manfaat dan 
memudahkan masyarakat dalam bertransaksi dan 




bunga yang menarik. Keamanan pada produk ini karena 
dijamin oleh Pemerintah atau LPS (Lembaga Penjaminan 
Simpanan). 
a. Tabungan Citra 
b. Tabungan Si Made 
c. Tabungan Simpel Berkah 
B. Deposito 
Deposito merupakan salah satu produk simpanan berjangka 
dengan masa penerikan hanya dapat dilakukan pada waktu 
tertentu. Suku bunga deposito di Perumda BPR bank Brebes 
yang kompetitif menjadikan investasi nasabah lebih 
menguntungkan.  
a. Jangka waktu 1 bulan    = bunga 6% /tahun 
b. Jangka waktu 3 bulan    = bunga 6,5% /tahun 
c. Jangka waktu 6 bulan    = bunga 7% /tahun 
d. Jangka waktu 12 bulan  = bunga 7,5% /tahun 
2) Produk Kredit : 
     Program layanan kredit merupakan salah satu fasilitas layanan 
Perumda BPR Bank Brebes guna memberikan solusi bagi 
masyarakat yang memerlukan tambahan dana baik untuk keperluan 
konsumtif, investasi maupun pemenuhan modal usaha kerja. 
Perumda BPR Bank Brebes menyediakan alternatif program 




serta karakteristik debitur untuk mengembalikan pinjaman. Produk 
berupa kredit yang disediakan oleh Perumda BPR Bank Brebes 
dengan suku bunga bersaing dan terjangkau serta kompetitif 
dengan lembaga keuangan lainnya, produk kredit yang ditawarkan 
antara lain: 
A. Kredit Pegawai (Bunga 10,8%-12% /tahun)      
Kredit pegawai merupakan salah satu layanan kredit yang 
diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS), BUMD /BUMN, 
karyawan /guru Swasta dan POLRI serta TNI. Kredit ini 
sebagai alternatif solusi untuk membiayai kebutuhan barang 
modal dalam reangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan dan 
kebutuhan khusus terkait investasi.  
B. Kredit Umum (Bunga 1,5% /tahun – flate) 
Kredit umum merupakan kredit modal kerja yang menjadi 
pilihan bagi para pelaku usaha. Selain untuk modal kerja, kredit 
umum dapat dialokasikan untuk kebutuhan investasi. 
C. Kredit Musima (Bunga 24% / tahun) 
Kredit musiman merupakan kredit yang termasuk kredit modal 
kerja yang diperuntukkan untuk petani padi, cengkeh dan 
khususnya petani bawang merah yang mayoritas masyarakat di 






7. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) 
     Perumda BPR Bank Brebes, terus melakukan inovasi dan 
memberikan pelayanan berkualitas bagi nasabah agar dapat 
berkompetisi antar perbankan lainnya. Kebutuhan masyarakat akan 
pelayanan prima tidak lepas dari kualitas SDM yang dimiliki. 
Pengembangan SDM di Perumda Bank Brebes merupakan bagian dari 
manajemen dari manajemen internal perusahaan. Sebagai bagian yang 
memberikan pengaruh besar bagi perusahaan, hal ini perlu 
diperhatikan. Sebagai wujud dari pengembangan SDM, pihak 
manajemen Perumda Bank Brebes bekerjasama dengan Perbarindo 
DPD Jateng, Perbamida dan Yayasan Mas menyelenggarakan 
pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM. 
1) Jumlah Total Karyawan : 58 Orang 
 Pegawai Tetap  : 42 Orang 
 Pegawai Honorer  : 6 Orang 
 Job Training   : 10 Orang 
2) Tingkat Pendidikan : 
 S2    : 2 Orang 
 S1    : 35 Orang 
 D3    : 2 Orang 
 SLTA   : 13 Orang 
 SLTP   : 4 Orang 




















Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perumda BPR Bank Brebes 
















































B. Hasil Penelitian 
     Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 
ETAP)  dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki 
akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk 
tujuan umum bagi pengguna eksternal (IAI, 2016). Namun, beberapa 
entitas yang mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan juga 
diperbolehkan untuk dapat menggunakan SAK ETAP apabila telah  
mendapatkan ijin dari otoritas yang berwenang. Untuk itu, penerapan SAK 
ETAP bagi BPR merupakan hal yang harus didukung bersama sehingga 
dalam penerapannya dapat berjalan dengan sesuai. Dalam penggunaan 
SAK ETAP sebagai dasar penyusunan laporan keuangan BPR, kemudian 
dilengkapi dengan diterbitkannya Pedoman Akuntansi BPR yang 
merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang terdapat pada SAK 
ETAP sehingga lebih mudah dalam penerapannya. 
     Untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dapat dilakukan 
dengan salah satu cara, yaitu dengan melakukan perbandingan. Data utama 
yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini merupakan laporan 
keuangan Perumda BPR Bank Brebes tahun 2018. Dalam hal ini laporan 
keuangan Perumda BPR Bank Brebes tahun 2018 dibandingkan dengan 
kekesuaian ketentuan yang telah diatur pada Standar Akuntansi Keuangan 
yang berlaku bagi BPR, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 




keuangan Perumda BPR Bank Brebes tahun 2018 menurut aturan yang 
terdapat dalam SAK ETAP: 
Tabel 2 
Perbandingan Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP dan PA- BPR 




















































(e) aset tetap; 








































































h. Aset tetap 
dan 
inventaris; 







(h) Aset tetap 
dan 
inventaris; 










(a) Utang usaha 
dan utang 
lainnya; 







































































































c.  Laba/Rugi 
yang belum 
direalisasi; 
d.  Surplus 
revaluasi 
aset tetap; 
e. Saldo laba 
Pos-pos 
ekuitas  yang 
disajikan oleh 













(e) Saldo laba 
Sesuai  
B. LAPORAN LABA RUGI 
1.  Informasi 
yang 
disajikan 





(a) Pendapatan  
(b) Beban 
keuangan 
(c) Bagian laba 




















































B. LAPORAN LABA RUGI 
  (d) Beban pajak 













(f) Laba atau 
rugi neto 
 






















































laporan arus kas 
yang melapor-










































D. LAPORAN ARUS KAS 

















































































































D. LAPORAN ARUS KAS 















7.6 Contoh arus 


















































































D. LAPORAN ARUS KAS 












































E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 



































































E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  




































Sumber: Data yang diolah tahun 2020 
      Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, dapat 
diketahui bahwa dalam penyusunan laporan keuangan di Perumda BPR Bank 
Brebes telah sesuai dengan SAK ETAP dan Pedoman Akuntansi BPR yang 
berlaku seperti menyusun Neraca, Laporan laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, 






C. Pembahasan  
     Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang telah dilakukan oleh (Sumendap, et al., 2015), (Tamon, et 
al., 2016), (Sari, et al., 2017), (Yuliza, et al., 2015), (Karisma, 2016), 
(Sitiondaon, 2012), karena secara umum penyajian laporan keuangan pada 
Perumda BPR Bank Brebes telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di 
dalam SAK ETAP dan Pedoman Akuntansi BPR. Untuk itu, diperlukan 
pembahasan guna mendukung pernyataan dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan. Pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan, mengenai 
kesesuaian antara penyajian laporan keuangan Perumda Bank Brebes 
periode 31 Desember 2018 dengan peraturan yang terdapat pada SAK 
ETAP dan PA-BPR adalah sebagai berikut: 
1. NERACA  
     Penyajian neraca pada laporan keuangan Perumda BPR Bank 
Brebes periode 31 Desember 2018, secara umum telah sesuai dengan 
peraturan yang tertera pada paragraf 4.2 dalam SAK ETAP dan 
Pedoman Akuntansi BPR 2010. Hal ini telah sesuai dengan hasil 
wawancara yang telah dilakukan pada bagian pembukuan Perumda 
BPR Bank Brebes sebagai berikut: 
“Untuk penyusunan laporan keuangan sendiri sudah sesuai dengan 
SAK ETAP dan Pedoman Akuntansi BPR tahun 2010, jadi untuk 
penyusunan laporan keuangannya, seperti penyusunan Neraca, 
Laporan Laba rugi, Laporan Perubahan Modal, Arus Kas, dan 
CALK juga sudah disusun sesuai dengan SAK ETAP dan 
Pedoman Akuntansi BPR, disini juga sudah menggunakan sistem 
yang sudah disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Hanya saja 




langsung namun jika ada perubahan seperti penambahan modal 
akan dibuat jurnal dan dimasukkan di laporan mutasi neraca”.  
     Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui, bahwa bagian 
pembukuan telah menyusun neraca sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu SAK ETAP dan PA-BPR. 
Sehingga ini telah sesuai juga dengan dokumen yang diperoleh dan 
observasi yang telah dilakukan selama penelitian. Pos-pos yang 
terdapat dalam neraca Perumda BPR Bank Brebes telah memuat aset, 
kewajiban, ekuitas dijelaskan sebagai berikut: 
a. Dasar Pencatatan  
Perumda BPR Bank Brebes dalam menyusun laporan keuangan 
sebagai dasar pengukuran dan pengakuan menggunakan biaya 
historis dan dasar pencatatan dengan dasar akrual. Dasar akrual 
yang digunakan oleh Perumda BPR Bank Brebes ini talah sesuai 
dengan ketentuan pada SAK ETAP paragraf 2.33 mengenai Dasar 
Akrual. 
b. Aset  
Terdapat beberapa hal yang belum sesuai sepenuhnya terhadap 
penyajian aset sesuai dengan SAK ETAP, yaitu Perumda BPR 
Bank Brebes belum mengklasifikasikan terpisah sebagai aset 
lancar dan aset tidak lancar, serta antara kewajiban lancar dengan 
kewajiban tidak lancar. Namun sesuai dengan SAK ETAP paragraf 
4.5 mengenai kualifikasi aset dan kewajiban, jika penyajian 




relevan maka diperbolehkan. Penyajian aset pada Perumda BPR 
Bank Brebes periode 31 Desember 2018, telah menyajikan 
informasi secara andal dan relevan. 
1) Kas 
Perumda BPR Bank Brebes, dalam pengakuan dan pengukuran 
atas transaksi pada pos kas diakui sebesai nilai nominal. Kas 
telah disajikan, dalam pos tersendiri dan hal yang diungkapkan 
yaitu rincian jumlah dari kas. Oleh karena itu, penyajian kas 
dalam laporan keuangan Perumda BPR Bank Brebes periode 
31 Desember 2018 telah sesuai SAK ETAP tepatnya paragraf 
2.12 (a) mengenai posisi keuangan pada pos aset. 
2) Kas dalam Valuta Asing  
Perumda BPR bank Brebes telah menyajiakan pos kas dalam 
valuta asing pada neraca, namun tidak terdapat nilai nominal 
yang tertera. Ini dikarenakan belum adanya transaksi yang 
terkait dengan pos tersebut, namun Perumda BPR Bank Brebes 
tatap menyajikan dalam neraca sesuai peraturan yang tertera 
dalam SAK ETAP dan PA BPR 2010. 
3) Sertifikat Bank Indonesia 
Didalam neraca pos sertifikat bank indonesia oleh Perumda 
BPR Bank Brebes disajikan dengan nama pos surat berharga. 
Pada pos ini tidak terdapat nilai nominal yang tertera  




tersebut, namun Perumda BPR Bank Brebes tatap menyajikan 
dalam neraca sesuai peraturan yang tertera dalam SAK ETAP 
dan PA-BPR 2010. 
4) Pendapatan Bunga yang akan Diterima 
Pendapatan bunga yang akan diterima ini merupakan 
pendapatan bunga BPR dari kredit dengan kualitas lancar 
(performing) serta penempatan pada bank lain yang telah 
diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima 
pembayarannya. Pendapatan bunga kredit yang diklasifikasikan 
sebagai non lancar (non performing) belum diakui sampai 
pembayaran diterima. Bunga dari kredit (non performing) di 
masukkan pada rekening administrasi. . Sehingga, telah sesuai 
dengan peraturan SAK ETAP pada paragraf 2.12  dan paragraf 
20.27 (a) yang menjelaskan bahwa bunga wajib diakui secara 
dasar akrual. 
5) Penempatan pada Bank Lain 
Dana yang ditempatkan pada bank lain oleh Perumda BPR 
bank Brebes, disajikan sebesar nilai nominal penyetoran atau 
nilai yang diperjanjikan sesuai dengan jenis penempatan. 
Pendapatan bunga diakui secara akrual sebesar jumlah yang 
menjadi hak BPR. Amortisasi diskonto dilakukan secara garis 
lurus dan diakui sebagai pendapatan bunga. Sehingga, telah 




bahwa penempatan pada bank lain akan memberikan manfaat 
ekonomi masa depan yaitu kelancaran pada aktivitas 
operasional. 
6) Kredit yang Diberikan 
Perumda BPR Bank Brebes mengakui kewajiban atas 
komitmen fasilitas kredit yang diberikan kepada kreditur 
sebesar plafond kredit yang telah dijanjikan atau dapat ditarik 
pada periode tertentu yang telah disepakati dengan debitur. 
Nilai buku awal kredit yang diberikan diakui sebesar pokok 
kredit dikurangi provisi serta ditambah biaya teransaksi yang 
ditanggung BPR. Sehingga telah sesuai dengan SAK ETAP 
paragraf 2.34, yaitu bahwa dapat memberikan manfaat 
ekonomi di masa yang akan datang dan nilai atau biaya mampu 
diukur dengan andal. 
7) Agunan yang Diambil Alih 
Pada pos ini tidak terdapat nilai nominal yang tertera  
dikarenakan belum adanya transaksi yang terkait dengan pos 
tersebut, namun Perumda BPR Bank Brebes tatap menyajikan 
dalam neraca sesuai peraturan yang tertera dalam SAK ETAP 
dan PA-BPR 2010. 
8) Aset Tetap dan Inventaris 
Biaya perolehan atas aset tatap sama dengan nilai tunai saat 




inventaris diperoleh dari pembelian secara tidak tunai. modal 
sumbangan akan diakui pada aset tatap dan inventaris apabila 
berasal dari sumbangan pemilik. Aset tetap dan inventaris oleh 
Perumda BPR Bank Brebes disajikan sesuai dengan nilai 
perolehan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan serta 
rugi penurunan nilai (jika ada). Sehingga penyajian aset tetap 
pada neraca Perumda BPR Bank Brebes telah sesuai dengan 
SAK ETAP bab 15 tentang aset tetap. 
9) Aset Tidak Berwujud 
Pada Perumda BPR Bank Brebes, pos aset tidak berwujud 
diakui sama dengan biaya perolehan. Aset tidak berwujud yang 
dimiliki tanggal neraca berisikan program dan amortisasi 
program. Sehingga penyajian aset tidak berwujud pada neraca 
Perumda BPR Bank Brebes talah sesuai dengan SAK ETAP 
bab 16 tentang aset tidak berwujud. 
10) Aset Lain-lain 
Dalam aset lain lain yang terdapat pada neraca Perumda BPR 
Bank Brebes disajikan secara tidak terpisah kecuali apabila 
nilai materialnya maka harus disajikan secara terpisah. 
Sehingga Perumda BPR Bank Brebes telah menyajikan pos 
aset lain-lain sesuai dengan ketentuan dalam SAK ETAP dan 
PA-BPR. 




1) Kewajiban Segera 
Kewajiban segera dapat berasal dari aktivitas pendukung 
terhadap kegiatan operasional perusahaan baik kepada 
masyarakat maupun bank lain. Dalam perlakuan akuntansi  di 
Perumda BPR Bank Brebes, kewajiban segera dapat diakui 
apabila telah jatuh tempo atau apabila kewajiban ditagih 
pemiliknya dengan segera. Kewajiban segera BPR disajikan 
sama dengan jumlah yang wajib diselesaikan. Sehingga telah 
sesuai dengan SAK ETAP paragraf 2.35 mengenai kewajiban. 
2) Utang Bunga 
Maksud dari pos utang bunga adalah untuk menambah 
kewajiban atas BPR yang timbul akibat adanya pengakuan 
biaya bunga yang berasal dari aktivitas terkait fungsi BPR. 
Utang bunga ada akibat adanya transaksi yang berasal dari 
sewa atas pembiayaan, pinjaman diterima, pinjaman 
subordinasi dan juga modal pinjaman. Besaran utang bunga 
dihitung sama dengan jumlah kewajiban yang harus 
diselesaikan. Sehingga Perumda BPR bank Brebes telah  sesuai 
dengan peraturan dalam SAK ETAP. 
3) Utang Pajak 
Besaran utang pajak yang harus disajikan sama dengan jumlah 




sebesar jumlah yang disetorkan BPR ke kas Negara. Hal ini 
telah sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam SAK ETAP. 
4) Simpanan 
Dalam transaksi atas tabungan akan diakui sebesar jumlah nilai 
nominal penyetoran (kewajiban Perumda BPR Bank Brebes 
kepada nasabah atau pemilik tabungan), namun untuk deposito 
akan diakui sebesar jumlah nominal yang terdapat pada bilyet 
deposito atau sejumlah kewajiban yang telah diperjanjikan oleh 
BPR. Sehingga, dalam hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP.  
5) Simpanan Dari Bank Lain 
Perumda BPR Bank Brebes memiliki kewajiban kepada bank 
lain kewajiban tersebut dapat dalam bentuk tabungan maupun 
deposito. Sehingga BPR akan mendapat manfaat ekonomi dan 
jumlah yang wajib diselesaikan dengan jumlah yang diukur 
secara andal, hal ini sesuai dengan SAK ETAP paragraf 2.35. 
6) Pinjaman Diterima 
Penyajian pinjaman diterima harus sebesar saldo atas pinjaman 
yang belum dapat dilunasi saat tanggal laporan dan biaya 
transaksi serta diskonto yang belum diamortisasikan. penyajian 
pinjaman diterima harus sebesar saldo atas pinjaman yang 
belum dapat dilunasi saat tanggal laporan dan biaya transaksi 
serta diskonto yang belum diamortisasikan. Bagi pinjaman 




sebagai tagihan atas komitmen di pos fasilitas pinjaman 
diterima yang belum ditarik (atau dimasukkan pada rekeneing 
administratif), hal ini sesuai dengan SAK ETAP. 
7) Dana Setoran Modal-Kewajiban 
Kewajiban dari BPR kepada Penyetor merupakan akibat dari 
dana setoran modal yang tidak memenuhi ketentuan dalam 
permodalan yang berlaku sedangkan dana setoran modal 
dinyatakan memenuhi ketentuan dalam permodalan merupakan 
bagian dari ekuitas BPR. Perumda BPR Bank Brebes telah 
menyajikan sesuai dengan ketentuan pada SAK ETAP. 
8) Kewajiban Imbalan Kerja 
Dalam pos kewajiban imbalan kerja pada  Perumda BPR Bank 
Brebes, tidak dilengkapi dengan jumlah nilai nominal yang 
tertera, ini dikarenakan belum terjadi transaksi yang terkait 
dengan pos tersebut. Tetapi BPR tetap menyajikan dalam 
neraca sesuai dengan ketentuan SAK ETAP dan PA-BPR. 
9) Pinjaman Subordinasi 
Dalam pos pinjaman subordinasi pada  Perumda BPR Bank 
Brebes, namun tidak dilengkapi dengan jumlah nilai nominal 
yang tertera, ini dikarenakan belum terjadi transaksi yang 
terkait dengan pos tersebut. Tetapi BPR tetap menyajikan 





10) Modal pinjaman 
Dalam pos modal pinjaman pada  Perumda BPR Bank Brebes, 
namun tidak dilengkapi dengan jumlah nilai nominal yang 
tertera, ini dikarenakan belum terjadi transaksi yang terkait 
dengan pos tersebut. Tetapi BPR tetap menyajikan dalam 
neraca sesuai dengan ketentuan SAK ETAP dan PA-BPR. 
11) Kewajiban Lain-lain 
Kewajiban yang tidak dapat digolongkan dalam pos kewajiban 
yang sudah ada seperti dana yang diterima oleh BPR yang 
berasal dari pihak ketiga selain bank yang bertujuan penerusan 
kredit namun belum disalurkan pada nasabah merupakan 
kewajiban lain lain. Kewajiban lain-lain ini harus diakui sesuai 
dengan junlah yang harus diselesaikan. Hal tersebut telah 
diterapkan Perumda BPR Bank Brebes sesuai dengan SAK 
ETAP. 
d. Ekuitas 
1) Modal  
BPR harus melakukan penyajian modal sesuai ketentuan 
anggaran dasar pada BPR dan juga peraturan yang 
diberlakukan serta dapat menggambarkan antara hubungan 
keuangan yang ada. Pengakuan modal disetor dilakukan pada 
saat terjadi penerimaan atas modal baik modal dalam bentuk 




BPR Bank Brebes telah menyajikan sesuai dengan SAK ETAP 
dan PA-BPR. 
2) Dana Setoran Modal – Ekuitas 
Dalam pos dana setoran modal-ekuitas pada  Perumda BPR 
Bank Brebes, tidak dilengkapi dengan jumlah nilai nominal 
yang tertera, ini dikarenakan belum terjadi transaksi yang 
terkait dengan pos tersebut. Tetapi BPR tetap menyajikan 
dalam neraca sesuai dengan ketentuan SAK ETAP dan PA-
BPR. 
3) Laba/Rugi yang Belum Direalisasi 
Dalam pos laba/rugi yang belum direalisasi pada  Perumda 
BPR Bank Brebes, tidak dilengkapi dengan jumlah nilai 
nominal yang tertera, ini dikarenakan belum terjadi transaksi 
yang terkait dengan pos tersebut. Tetapi BPR tetap menyajikan 
dalam neraca sesuai dengan ketentuan SAK ETAP dan PA-
BPR. 
4) Surplus Revaluasi Aset Tetap 
Dalam pos surplus revaluasi aset tetap pada  Perumda BPR 
Bank Brebes, tidak dilengkapi dengan jumlah nilai nominal 
yang tertera, ini dikarenakan belum terjadi transaksi yang 
terkait dengan pos tersebut. Tetapi BPR tetap menyajikan 





5) Saldo Laba 
Saldo laba yaitu akumulasi dari hasil usaha periodik setelah 
dilakukan perhitungan atas pembagian dividen dan koreksi laba 
rugi tahun lalu serta reklasifikasi surplus atas aset tetap 
disajikan secara terpisah dalam bentuk pos cadangan tujuan, 
pos cadangan umum, serta pos saldo laba yang belum 
ditentukan tujuannya. Perumda BPR Bank Brebes telah 
menyajikan dalam neraca sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 
dan PA-BPR. 
2. LAPORAN LABA RUGI 
     Penyajian laporan laba rugi pada laporan keuangan Perumda BPR 
Bank Brebes periode 31 Desember 2018, secara umum telah sesuai 
dengan peraturan yang tertera pada paragraf 5.3 dalam SAK ETAP dan 
PA-BPR 2010. Pos-pos yang terdapat dalam laporan laba rugi BPR 
Bank Brebes telah memuat pendapatan operasional, beban operasional, 
pendapatan non-operasional,  beban non-operasional, dan beban pajak 
penghasilan. Hal ini telah sesuai dengan hasil wawancara yang telah 
dilakukan pada bagian pembukuan Perumda BPR Bank Brebes sebagai 
berikut: 
“Untuk penyusunan laporan keuangan sendiri sudah sesuai dengan 
SAK ETAP dan Pedoman Akuntansi BPR tahun 2010, jadi untuk 
penyusunan laporan keuangannya, seperti penyusunan Neraca, 
Laporan Laba rugi, laporan Perubahan Modal, Arus Kas, dan 
CALK juga sudah disusun sesuai dengan SAK ETAP dan 
Pedoman Akuntansi BPR, disini juga sudah menggunakan sistem 
yang sudah disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Hanya saja 




langsung namun jika ada perubahan seperti penambahan modal 
akan dibuat jurnal dan dimasukkan di laporan mutasi neraca”.  
     Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui, bahwa bagian 
pembukuan telah menyusun laporan laba rugi sesuai dengan peraturan 
yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu SAK ETAP dan PA-
BPR. Sehingga ini telah sesuai juga dengan dokumen yang diperoleh 
dan observasi yang telah dilakukan selama penelitian. Pos-pos pada 
laporan laba rugi dijelaskan sebagai berikut:  
a. Pendapatan Operasional 
Pendapatan yang diperoleh dan berasal dari kegiatan utama BPR 
merupakan pendapatan operasional.  Perumda BPR Bank Brebes 
menyajikan pendapatan operasional yang terdiri dari pendapatan 
bunga serta pendapatan operasional lainnya. Pendapatan bunga 
yang disajikan terdiri dari pendapatan bunga kontraktual, provisi, 
dan biaya transaksi. Pendapatan bunga yang masuk kategori 
performing harus diakui secara akrual, namun untuk pendapatan 
bunga kredit yang masuk kategori non-performing harus diakui 
secara kas. Perumda BPR Bank Brebes telah  menggunakan  
pengakuan atas pendapatan bunga sesuai dengan ketentuan SAK 
ETAP paragraf 20.27 (a). 
b. Beban Operasional 
Beban operasional disajikan oleh Perumda BPR Bank Brebes  
sebagai pos yang terpisah dalam laporan laba rugi. Terdapat beban 




wajib dibayarkan oleh BPR kepada nasabah atau bisa juga kepada 
pihak lain atas kegiatan yang berkaitan dengan yang dilakukan 
oleh BPR seperti penghimpunan dana serta penerimaan pinjaman. 
Oleh karena itu terjadi penurunan manfaat ekonomi pada masa 
yang akan datang dan diukur secara andal, ini sesuai dengan SAK 
ETAP paragraf 2.37 mengenai beban. Beban bunga ini diakui 
secara akrual dan dinilai sama dengan jumlah kewajiban yang 
harus BPR bayarkan, ini sesuai dengan SAK ETAP paragraf 20.27 
(a). 
c. Pendapatan Non-Operasional 
Pendapatan non-operasional pada Perumda BPR Bank Brebes, 
berasal dari adanya kegiatan jasa yang akan mendukung 
operasional BPR dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang 
termasuk pendapatan non-operasional yaitu seperti jasa pengiriman 
uang, pendapatan administrasi tabungan, denda kredit, dan lain 
sebagainya. Pada pendapatan non operasional BPR, diakui sebesar 
jumlah yang sesuai hak BPR serta akan disajikan secara terpisah 
didalam laporan laba rugi. Sehingga BPR mendapat kenaikan 
manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang berkaitan pada 
peningkatan aset atau dapat juga terjadi penurunan kewajiban, ini 
sesuai dengan SAK ETAP paragraf 2.36 tantang penghasilan. 




telah diterima, ini sesuai dengan SAK ETAP paragraf 20.3 tentang 
pengukuran pendapatan. 
d. Beban Non-Operasional 
Kegiatan yang dalam hal ini bukan merupakan kegiatan inti atau 
utama Perumda BPR Bank Brebes, merupakan beban-non 
operasional. Yang termasuk dalam beban non operasional seperti 
halnya kerugian yang terjadi akibat adanya penilaian kembali atas 
kas dalam valuta asing, kegiatan penjualan yang dilakukan BPR 
pada aset tetap dan inventaris, serta beban seperti denda atau sanksi 
yang harus dikeluarkan BPR dikarenakan terjadi pelanggaran. 
Perumda BPR Bank Brebes mengakui beban non-operasional 
ketika terjadi dengan jumlah sebesar yang harus diselesaikan atau 
dibayarkan dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi. 
Beban non-operasional pada BPR akan menyebabkan penurunan 
atas manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan, dalam hal 
ini periode 31 Desember 2018 ini telah sesuai dengan SAK ETAP 
paragraf 2.20 (b) tentang beban (expenses) pada kinerja keuangan. 
e. Beban Pajak Penghasilan 
Beban pajak penghasilan yaitu jumlah agregat beban pajak 
penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak yang telah 
diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi pada suatu periode, ini 
telah sesuai dengan peraturan dalam SAK ETAP paragraf 24.3 




BPR Bank Brebes mengakui beban pajak penghasilan pada saat 
terjadinya sama dengan jumlah yang harus atau wajib diselesaikan 
atau dibayarkan serta disajikan secara terpisah dalam pos tersendiri 
pada laporan laba rugi. Hal ini berarti telah sesuai dengan 
peraturan dalam SAK ETAP paragraf 7.13 yang mengungkapkan 
pajak penghasilan secara terpisah. 
3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
     Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan 
adanya perubahan ekuitas BPR yang menggambarkan terjadinya 
peningkatan/penurunan atas aset neto atau juga kekayaan yang dimiliki 
BPR selama periode pelaporan. Perumda BPR Bank Brebes tidak 
secara langsung menyusun laporan perubahan ekuitas, namun untuk 
mengetahui adanya penambahan atau penurunan modal BPR 
menyusun jurnal yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi. Hal ini 
telah sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan pada bagian 
pembukuan Perumda BPR Bank Brebes sebagai berikut: 
“Untuk penyusunan laporan keuangan sendiri sudah sesuai dengan 
SAK ETAP dan Pedoman Akuntansi BPR tahun 2010, jadi untuk 
penyusunan laporan keuangannya, seperti penyusunan Neraca, 
Laporan Laba rugi, laporan Perubahan Modal, Arus Kas, dan 
CALK juga sudah disusun sesuai dengan SAK ETAP dan 
Pedoman Akuntansi BPR, disini juga sudah menggunakan sistem 
yang sudah disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Hanya saja 
pada laporan perubahan modal kami tidak menyusun secara 
langsung namun jika ada perubahan seperti penambahan modal 
akan dibuat jurnal dan dimasukkan di laporan mutasi neraca”.  
     Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui, bahwa bagian 




Sehingga ini telah sesuai juga dengan dokumen yang diperoleh dan 
observasi yang telah dilakukan selama penelitian. Pada laporan 
perubahan modal Perumda BPR Bank Brebes membuat ilustrasi jurnal 
yang di berhubungan dengan dana setoran modal, sebagai berikut: 
a. Pada saat mendapat setoran modal yang berasal dari pemilik, jurnal 
yang disusun adalah sebagai berikut: 
 Db. - ABA (Antar Bank Aktiva): Deposito Umum    Rp xx 
    Kr. – Titipan lain: Dana Setoran Modal          Rp xx 
Keterangan : Dana Setoran Modal – Ekitas adalah dana yang telah 
disetor secara rill ke dalam rekening BPR di bank umum dan 
diblokir untuk tujuan penanaman modal. 
b. Pada saat dana setoran modal telah dinyatakan memenuhi 
ketentuan permodalan yang berlaku dan telah disetujui oleh 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jurnal yang disusun BPR adalah: 
Db. - ABA (Antar Bank Aktiva): Tabungan Umum    Rp xx 
    Kr. – ABA: Deposito Umum                     Rp xx 
Db. – titipa lain : Dana Setoran Modal   Rp xx 
     Kr. – Modal yang Belum Disetor          Rp xx 
4. LAPORAN ARUS KAS 
     Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan adanya 
penerimaan dan pengeluaran atas kas BPR selama periode tertentu. 
Perumda BPR bank Brebes telah mengelompokkan menjadi tiga jenis 




investasi, dan aktivitas pendanaan sehingga ini berarti telah sesuai 
SAK ETAP pada paragraf 7.7. Hal ini telah sesuai dengan hasil 
wawancara yang telah dilakukan pada bagian pembukuan Perumda 
BPR Bank Brebes bahwa telah menyusun laporan Arus Kas sesuai 
dengan ketentuan, sebagai berikut: 
“Untuk penyusunan laporan keuangan sendiri sudah sesuai dengan 
SAK ETAP dan Pedoman Akuntansi BPR tahun 2010, jadi untuk 
penyusunan laporan keuangannya, seperti penyusunan Neraca, 
Laporan Laba rugi, laporan Perubahan Modal, Arus Kas, dan 
CALK juga sudah disusun sesuai dengan SAK ETAP dan 
Pedoman Akuntansi BPR, disini juga sudah menggunakan sistem 
yang sudah disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Hanya saja 
pada laporan perubahan modal kami tidak menyusun secara 
langsung namun jika ada perubahan seperti penambahan modal 
akan dibuat jurnal dan dimasukkan di laporan mutasi neraca”.  
 
     Aktivitas operasi merupakan aktivitas yang menjadi penghasil 
utama pada pendapatan BPR serta merupakan aktivitas lain yang 
bukan termasuk pada aktivitas investasi dan juga pendanaan. Perumda 
BPR Bank Brebes menyajikan arus kas pada aktifitas operasi yang 
memuat antara lain penyusutan aset tetap, penerimaan dan pembayaran 
simpanan,  penempatan pada bank lain, pendapatan bunga yang akan 
diterima, kewajiban segera, penerimaan dan pembayaran pinjaman 
yang diterima dari bank umum, dan lain sebagainya. Ini telah sesuai 
dengan SAK ETAP pada Paragraf 7.4 tentang aktivitas operasi. 
     Aktivitas investasi merupakan aktivitas mengenai perolehan dan 
pelepasan atas aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak 
termasuk setara kas. Perumda BPR Bank Brebes menyajikan arus kas 




aset tetap dan pembelian/penjualan aset tidak berwujud, sehingga BPR 
telah menyajikan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada SAK 
ETAP  paragraf 7.5 tentang aktivitas investasi. 
     Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang mengakibatkan 
terjadinya perubahan pada jumlah serta komposisi atas modal serta 
pinjaman BPR. Perumda BPR Bank Brebes menyajikan arus kas pada 
antivitas pendanaan yang meliputi antara lain penerimaan/pembayaran 
pinjaman subordinasi, cadangan, pemanbahan modal disetor, dan dividen,  
sehingga BPR telah menyajikan sesuai dengan ketentuan yang terdapat 
pada SAK ETAP  paragraf 7.6 tentang aktivitas pendanaan. 
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) 
     CALK merupakan bagian tak bisa terpisahkan dari laporan 
keuangan BPR. BPR telah menyajikan CALK yang memuat gambaran 
umum perusahaan, kebijakan akuntansi, penjelasan mengenai pos-pos 
yang terdapat pada neraca dan laba rugi, informasi penting lainnya, 
serta lampiran sesuai dengan SAK ETAP pada bab 8 dan PA BPR. Hal 
ini telah sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan pada 
bagian pembukuan Perumda BPR Bank Brebes sebagai berikut: 
“Untuk penyusunan laporan keuangan sendiri sudah sesuai dengan 
SAK ETAP dan Pedoman Akuntansi BPR tahun 2010, jadi untuk 
penyusunan laporan keuangannya, seperti penyusunan Neraca, 
Laporan Laba rugi, laporan Perubahan Modal, Arus Kas, dan 
CALK juga sudah disusun sesuai dengan SAK ETAP dan 
Pedoman Akuntansi BPR, disini juga sudah menggunakan sistem 
yang sudah disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Hanya saja 
pada laporan perubahan modal kami tidak menyusun secara 
langsung namun jika ada perubahan seperti penambahan modal 
akan dibuat jurnal dan dimasukkan di laporan mutasi neraca”.  






A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan di atas 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa Perumda BPR Bank Brebes secara 
garis besar telah menerapkan SAK ETAP dan Pedoman Akuntansi BPR 
dalam penyajian laporan keuangan periode 31 Desember 2018, hal ini 
dibuktikan dengan: 
1. Perumda BPR Bank Brebes dalam menyajikan laporan keuangan tahun 
2018, telah sesuai SAK ETAP dan PA-BPR yaitu neraca, laporan laba 
rugi,laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas 
laporan keuangan. Walaupun Perumda BPR Bank Brebes belum secara 
langsung menyajikan laporan perubahan ekuitas, namun BPR telah 
menyertakan jurnal yang berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas 
tersebut. 
B. Saran 
1. Bagi Perumda BPR Bank Brebes, diharapkan dapat terus menerapkan 
SAK ETAP dan PA-BPR dengan baik dan sesuai. Diharapkan BPR 
menyusun laporan perubahan ekuitas agar lebih mudah dipahami, 
meskipun BPR telah menyajikan jurnal yang berhubungan dengan 
laporan perubahan ekuitas tersebut. 
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat melakukan penelitian 




dalam penyajian laporan keuangan dengan periode yang lebih panjang 
untuk meningkatkan keakuratan dan transparasi dalam penyusunan 
laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
C. Keterbatasan Penelitian 
1. Penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada penyesuaian SAK 
ETAP dan PA-BPR dengan penyajian laporan keuangan BPR saja, 
sehingga tidak membahas bagian dari SAK ETAP secara keseluruhan. 
2. Penelitian terdahulu maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan 
topik yang sedang diteliti belum banyak dilakukan, sehingga dalam 
melakukan penelitian ini sedikit kesulitan dalam mencari referensi. 
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Bagaimana sejarah berdirinya Perumda BPR Bank 
Brebes? 
“Jadi sedikit cerita begini, singkatnya pada awal 
BPR ini didirikan pada tanggal 22 oktober 1951 
namanya itu Bank Pasar Brebes, lalu ada perubahan 
nama menjadi PD BPR Bank Brebes kurang lebih 
tahun 2001. Terus belum lama tahun kemarin 2019 
diubah lagi menjadi Perumda BPR Bank Brebes 
untuk lebih dikenal sama masyarakat” 
Bagaimana struktur organisasi yang ada di Perumda 
BPR Bank Brebes beserta job deskripsinya? 
“Untuk struktur organisasi bisa dilihat susunannya 
dibuku profil perusahaan tahun 2019 yang sudah 
kami berikan, intinya struktur organisasi disini 
sudah sesuai dengan yang berlaku di BPR ini dari 
PEMKAB, Dewan pengawas, Direktur utama, dan 
lain sebagainya” 
Jenis kredit apa saja yang ditawarkan oleh Perumda 
BPR Bank Brebes? 
“Untuk produk  kredit sendiri  ada kredit pegawai, 
kredit umum, dan kredit musiman contohnya kalo 
di brebes itu untuk modal petani bawang, jadi 
macam- macam jenis kreditnya dan suku bunga 
yang ditawarkan disini juga bermacam-macam” 
Bagaimana ketentuan dalam pemberian kredit di 
Perumda BPR Bank Brebes? 
“Untuk ketentuan kredit sendiri, jadi begini sama 
dengan yg tadi saya jelaskan tentang jenis kredit 
yang bermacam-macam itu, untuk ketentuan buat 
bisa mengajukan kredit contohnya harus ada FC 































































dengan surat domisili, dan nanti untuk masyarakat 
yang mau mengajukan kredit  intinya diminta 
mengisi formulir permohonan kredit begitu kurang 
lebih” 
Produk apa saja yang ditawarkan oleh Perumda BPR 
Bank Brebes? 
“Kalau bicara produk yang ditawarkan disini 
banyak, ada dalam bentuk tabungan, deposito, dan 
kredit. Itu pun juga ada jenis- jenisnya seperti kalo 
tabungan ada tabungan citra, Simpel berkah, dan 
lainnya, terus untuk kredit sendiri seperti yg tadi 
saya bilang ada kredit umum, kredit pegawai, kredit 
musiman juga” 
Bagaimana laporan keuangan Perumda BPR Bank 
Brebes dibuat?  
“Untuk pembuatan laporan keuangan disini sudah 
disusun seperti siklus akuntansi secara umumnya, 
seperti pengidentifikasian bukti-bukti transaksi 
seperti slip setoran tabungan, slip penarikan 
tabungan, terus ada bukti pengeluaran umum, dan 
lain-lain, lalu dilanjutakn dengan membuat jurnal, 
terus buku besar, dan kemudian disajikan menjadi 
laporan keuangan dan laporan lainnya, begitu 
kurang lebih” 
Laporan lainnya contohnya seperti apa pak? 
“Laporan lainnya itu seperti laporan komitmen dan 
kontijensi” 
Apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang 
telah di tetapkan bagi BPR? 
“Sudah sesuai dengan SAK ETAP dan Pedoman 
Akuntansi BPR tahun 2010, jadi untuk penyusunan 
laporan keuangannya, seperti penyusunan Neraca, 
Laporan Laba rugi, laporan Perubahan Modal, Arus 
Kas, dan CALK juga sudah disusun sesuai dengan 
SAK ETAP dan Pedoman Akuntansi BPR, disini 
juga sudah menggunakan sistem yang sudah 
disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Hanya 
saja pada laporan perubahan modal kami tidak 
menyusun secara langsung namun jika ada 
perubahan seperti penambahan modal akan dibuat 































Apakah terdapat kendala-kendala dalam penerapan 
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 
Akuntabilitas Publik di Perumda BPR Bank Brebes?  
“Kendala dalam penerapannya bagi saya tidak ada 
kendala yang terlalu berpengaruh kalau SAK ETAP 
dan Pedoman Akuntansi BPR karna kan disitu 
sudah ada aturan yang harus digunakan jadi saya 
sesuaikan pada saat penyusunan nya dan dengan 
adanya sistem yang digunakan juga membantu 
kami dalam penyusunan nya, jadi tidak terlalu ada 
kendala yang berarti” 
Apakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan Standar 
Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 
Publik di Perumda BPR Bank Brebes? 
“Untuk upaya sendiri, jadi begini pada saat awal 
penggunaan SAK ETAP itu sudah ada pelatihan, 
seperti waktu itu awal penerapan SAK ETAP saya 
mengikuti pelatihan dari Perbarindo Jateng, lalu 
ada lagi yang diselenggarakan oleh Yayasan Mas, 
dan tanggal 27 April 2010 saya mengikuti pelatihan 
tentang SAK ETAP bagi BPR itu di semarang yang 
diselenggarakan oleh P3 Mikro” 
Sumber :Data yang diolah 2020 
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